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Absiroct

Boforegorn Regencyr i an off omnd gos prodecing erea with o lotal APBD of Bajonegora
Regercy reaching 74 crillion, mest of the hudget comes from ol amd natenr! gas produces,
Howawer, the Heuman Development Indax [RIN] ockigvement in Bojonegore Regence is i the
fifeh lowest position in Bgest fava due to the Tow guality of education (n Bojonegore Regency,
The pm'l':'_p faken |'_|_|_.' e QeeriineRl B Overcome s ,l:'."n;l.lhrrl?r Iv the Ten Scholors
Seholarship Progrem Per Village, which 15 expected o lncrease the (nderest of the poople of
Bofonegory in continuing Heir education of aniversity, This reseerch aims toanderstand Hhe
caige and gffect of the policy process for the Ten Scholars Per Wilage scholarship program
ir Boferegore Regenoy in overcoming e low geality of kemen resources in Bojonegoro
Regency. Thix resenrch wses @ desoriptive gualiteiie mi@hod with doto sowrces obbmined
fram the resulls of field stodies Hrowgh interviews, observabion, amd docpmentation
techinigues. The results of this research ore et the Ten Scholary Per Filage scholarship
progiam in Bojonogorn Regency has beer implemented by Perbup Number 17 of 2023,
However, there are sevenal olisbrcles o ity implerentrtion. The existence of this program
policy can have o pesitive impact on increasing the SO5 achievement af Bofoaegora Regency
framt mediunr scale te high scale

Keywarals: Folicy Analvsis, Programs, Schalarsfips

Abstrak

Kobupatern Rojonegor merupakan doerph penghasil minpak don gos bumi memiiki dotal
APBD Kabupoten Bojomegore mencopel 74 teilfun yong sebogion  besar amggoran
bersumber gor hasil minpak donr ges bumi, Namun capmion Tndeks Pembeongunan Marusio
(1PM] df Kabupoten Bojonegore menempoli posisi Fma ferendah of fawe Timar karena
resiphnye  kwrlitar pendidibon of Sebopaten Bojonegoro, Kebijokan  yong of ombdl
pemerintah wntuk mengetos mosaleh tersebut faloh dengon Progrom Beasiswa Sepulwh
Surjora Per Desa vang diferopkan mampy meeninghatioon mieat mageorakol Bojoregor
uniuk dapal melanjutkan pendidikan di Perguraan Oeggl. Penelition inl bertwjuar waiuk
nrengetalwl gombaran sehab akibat proses kebifokan program beasiswa Sepulivh Sarjam
Per Desa di Kebupoten Bofonegora dolem mengabest rendohngg kualitos sumber doya
ranuste di Kobupaten Bojoaegoro. Perelitan ind menggunakanr metode Bualitabf desioripeif
dergant sunher data yang diperodel dard has soudi fepongan melalul fekrik wawaneara,
ohsereasi don dekerentasi Mozl dar) pencliion ini bafweo program beasiswa Sepuluh
Sorfama Per Desa of Kebopeten Bojercgors befal diteksenokan sexeei demgan Perbup
Momor 17 Tehun 2023 meski terdapat beberapn permasaliohan delom pelaksonaaenee
namue dengan adonwa kebijokan, memberikar dompak positl terhodap peringbadon
o (PN Kobepaten Bojoregoro darf sherlr sedang menfod! shrla tinggi

Heywords: anallas kebijakan, prograet, beasiswa.
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1. Pendahuluan

Pendidikan  merupakan  aspek  paling  penting  dalam  meningkathan  indebs
pembangunan manwska disuatu dasrah, sedah zemestinga fika masyarakat mengedepankan
pendidikan sebagai wpaya meningkatkan kualitas did (H. Dendi 20200, Melalui pendidikan
searang dapat mengassh lemampasan yang dimiliki dalam bidang tertenty, sertm dalam
menempuh pendidikan seorang lebil banyak mendapatkan pengalaman yang tidak hisa
didapatkan ditempat lain [Muvid, 2022]. Setlap warga negara berkak menempah pendidikan
sepertl halnya yang tercantum dalam  pembubkaan Undang-Undang Dasar 1945 yang
menjelaskan bahwasinnva twjuan dari bangsa Indonesia jalah “mencendaskan kebidupan
bangsa® yvang dapat kita upavakan dengan meningkatkan kualites serta mutu pendidikan
vang ada di Indonesia. Undang-Undang Momoer 20 Tahun 2003 entang Sistem Pendidikan
Masional Pasal 46 yvang menyebuthan bahwa pendansan pendidikan menjadi tanggung
jawab bersama antara Pemorintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Pemerintah
memiliki wewenang untuk membhantu serta membiaya: proses penyvelengearaan pendidikan
bagl setlap warga megara lndoenesia dengan membuat program kebijakan dalam hidang
pendidikan [Kosmandar, 2008; Norhayatd & Yoliand, 2022].

Kebifakan publik mervpakan instrumen utama pemerintah wntuk memecabkan
berbagai masalah don memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat [Bahtiar & Munandar,
2021 Hariyohe, 2022), Dalam perumusan kebijakan periu adanya proses analisis kebijskan
guna mengetahui sebab akibat ssaily kebijakan dibud (Tenge et al, 2023), Kebifakan
merupakan sebuah keputusan vang diambil berdasarkan solusi yang paling relevan untuk
menyelessikan masalah sosial yang ada (Pangesta, 2024). Jika sehuah program kehijakan
tdak disertal dengan analisis kebijakan tdak menatup kemungkinan bahwa kebljakan vang
dibuat tidak dapat menjawab atas maszalah vang ada, bahkan dapat menimbulkan masalak
yang baru (Raphael 2015), Proses pengkajian terhadap kebijakan publik wang membabas
mengenai urgensitas masalabh publik serta alternatif solusi vang diwarkan dalam bentuk
kebipakan dinamakan analisis kebijakan (Zulkamain, 2017] Dunn menjelsskan babhwa
analisis kebijakan adalah swatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagal
macam metode penelitian dan argumen untul menghasilkan dan memindahkan informisi
vang refevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan ditingleat politik dalam rangla
memecahkan masalah-mazalah kebijakan. Analisis kebfjakan publik (puaific policy amalysis]
merupakan upayva untuk mencegah kegagalan dalam pemecahan masalah mebalai kebifakan
publbilc
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Kebijakan program beasiswa Sepalub Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegora
merupakan program pemberian bantuan beasiswa vang diberikan kepada masyarakat tidak
i vang secdang menempub pendidikan dnggl, Program ini didasari olel masalah sosial
ckomomi yang muncul, dilihat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di
Kabupaten Hojonegoro [Badan Pusat Statistik Provinsi Bojonegoro, 2022 ), Untuk mengatas)
rendithnya kualitas 508 1 Bojonegoro Pemerintzh Kabupaten  Bojonegoro membuat
kehifakan Program Beasiswa Sepulub Sarjana Per Desa, Advwal mulanya program beasiswa ini
bernama Beasiswa Dua Sarjana Satu Dess yang diatur dalam Perbup Momoer 34 Tahun 2019
namun aak ini telah mengalami Perubahan sebanyak empat kall yaitu Perubahan Pertama
dengan Perbup Momor 5 Tahun 2020, Kedwa Perbup Momar 32 Talun 2020, Ketiga Perbugp
Nomor 52 Tahun 2021, dan Perubahan yang keempat adalah Perbup Nomaer 17 Tahwn 2023
yang mazsih digunakan sampai dengan saat ini.

Periu diketahui bahwasannya Pemerintah Kabupaten Bojonegore memepakan daerah
wang memiliki total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD) sebesar T4 triliun vang
menempati posisl tertinggl kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. |ika dilihat dari indeks
pembangunan manusia dengan APBED sebesar itu bisa dikatakan jika Indeks Pembangginan
Manusia {IPM)] yang ada di Boponegoro masih cukup rendah dibandingkan  dengan
Kabupaten/Kota yvang lain dengan APMBD dibawah Kabupaten Bojomegoro. Hal inl temtu
menjadikan fokus tersendirt Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengatast rendabnya
1PM vang ada di Bojonegoro, Penilaian IPM di setiap daerah dapat dinilad dari tiga indikator
diantaranya meliputi indeks keschatan yang dapat divkur dari rata-rata harapan hidup,
indeks pendidikan dapat diokan melaiui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,
dan gspek ekonoml yang divkur dart nilal daya bell [Badan Pusat Statistik Habupaten
Bojonegors, 2023). Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Bejonegers hanya mencapal
1284 Porzen sementara rata-rata lama sekolah di Kabupaton Bejonegorn 743 Persen
sepanjang tahun 2022 (Farida et al, 2021).

Daca tersebut menunjukkan masih banyaknya anak-anak di Kabupaten Bojonegora
yang belum mendapatkan akses dan kesempatan pendidikan yang layak, Rend ahinya capaian
IPM di Bojonegorn menjadi indikator kuat bahwa pembangunan di sektor pendidikan
tampak kurang diPerhatikan. Hal ini tentu mepnjadikan fokos tersendicl bagl Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro untuk mengatasl rendahnya IPM vang ada di Bojonegoro. Salah sam
upaya yang dapat dilakukan wntuk mengatasl rendahnya kwalitas pendidikan yang ada d
Bojonegore ialah dengan meningkatkan muty penyelenggaran pendidikan agar dapat
menumbuhkan kesadaran masvarakat untuk melanjuthan pendidikan ke jenjang yang lekih
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tinggi. Berdasarkan data yang dikeluarkan olel Badan Pusat Statistik (BPS), [PM Eabupaten
Bojonegors berada diurutan lima terendah di Jawa Timur yang mengindikasikan bahwa
pertumbuban IFM Bojonegoro selama empat tahon terakbie mengalami bererlambsitan,

Program Sepuluh Sarjana Per Desa diarahkan untuk mengatasi masalsh rendahnya
capaian IPM di Kabupaten Bojonegorn, Analizis sebab akibat suate kebijakan dirumuskan
untuk mengetahul ssjashmana program telah mescapai tujuan yang ditetapkan dengan
menggunakan moedel analisis kebijakan Dunn (20317 Ada lima tahapan proses analisis
kebiakan, diantaranya Perumusan masalah, Peramalan masa depan, rekomendast kebijakan,
pemantzuan kebijakan, dan evaluasi kinerja kebljakan. Perumusan masalah [probleo
structuring/palicy  proddem) untuk  prozes identifikast permmangku  lkebijakan. Tahap
merarmalkan masa depan kebijakan {forecosting policy furure] untuk membuat inforimesl
aktual twentang situasi sosial di masa depan Tahap rekomendasi kebijakan [prescribimg
Prefored Palicies) merupaban proses mencarikan alternatif kebijalan mefalui reliomendasi
kebijakan wyang sudah disusun. Tahap memantas hasil kebijatcan (mositoring  polic:
outvomes] merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan ontul memberikan
informasi tentang sebab akibat kebijakan publik, pemantanan menyelidiki hubungan antarca
pelaksanaan kebijakan dan hasil yang diamati maka pemantauvan merupakan sumber
micrmasl utama mengenal keberhazilan upaya penerapan Kebijakan, Tahkap penilalan
kinerja kebljakan (evalwation poficy Perforrance] tahap dimana evaluast mengacn pada
produksi informasi tentang ik atau manfaat dard hasil kebijakan (Naml Fika, 2023),

Dalam esaha meningkatkan kualitas pendidikan, proses penyvaluran dana BOS yvang
belum terimplementasi demgan haik karema banyak sekolah wvang mengeluh akibat
keterlambatan proses pencairan dana BOS menjadi penphambat dalam proses peningkatan
IPM (Christiana  Tinggogoy, 2019). Pengimplementasian program beasiswa KIP-K di
Universitas Diponegors terdapat beberapa kendala yaito seperti minimnya transparans
nformasl, Inkonsistensl pencalran dana, dan alur birokrasi rang bertingkat-tingkat [Aidah,
2022). Serta Efektivitas Program Dua Sarjana Satu Desa bagl Mahasiswa tedak mearmpu di
Kecamatan  Dander Kabupaten Bojonegoro mensmukan babwa  terlapat  pactisipasi
masyarakat terhadap program beasiswa Dua Sarjana Satu Desa di Kabupaten Bojonegoro
masih belum optimal. pada pelaksanaannya tergolong baik dan tingkat kesadaran akan
pentingnya pendidikan bagli masyarakat masih rendah (Alsyah Wanda, Z022).

Kajlan penyaluran dama beasizswa juga menjadi kesamasan lain dalam ressarch ing
Marmiin yang membedakan penelitian inl berfokes pada tahapan perumusan seatu kehifakan

mengounakan model analisis kebijakan. Dengan menggunakan model analisis kehijakan
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diharapkan dapat mengidentifikasl proses pelaksanaan hebijakan program beasiswa
Sepulub Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegors mengaou pada Perbup Nomor 17 Tahun
2023, sehingga penelivian inl dapar digenakan acuan wntek menilyl sebespa efelodl
kebijakan program Sepuluh Sarana Per Desa di Babupaten Bojonegore dalam mengatasi
rendahnya capatan IFM di Kabupaten Bojonegors

2, Metade

lenis perelitian yang digunakan adalah penelitian kuali@tif dengan menggunakan
pendekatan deskriptf. Fokus penelitdan yang diambil dalam penelitian program beasiswa
Sepulub Sarjana Per Desa terhadap peningkatan |nd eks Pembangunan Mosyarakat [1°M) 41
Kabupaten Bojonegore. Fokus penelitian ini akan dikaji menggunakan teorl analizsis
kebijpkan menurut Duon [2017) dengan menggunakan lims indikater utama vaity
Perumusan masalab kebijakan  [policy  preblem], Peramalan masa  depan kebijakan
(forecasting  polige  firtvre)  rekomendasi  kebljakan  (presorfbing  Prefered Policles),
pemantauvan hazsil kebijakan {moaitorieg policy awtcomez), serta evaluasi nilal kebijakan
fevaluntion palcy priformoncel,

Pengambilan data menggunakan perposive sampling karena penelitd sudah memlliki
pemetaan narasumber yvang akan digunakanm dalam peneliban Inl Penelid menkankan
dengan hanya memilih informan-informan penelitian vang dianggap memiliki pengetabuan
kebih banyak terkait masalah vang akan diteliti, dimapa ujuannya untuk mendapatkan
informasi yang akurat dalam pelaksanaan program kebijakan beasizwa Sepulub Sarjana Per
De=sa ini. Informan dalam penelitian meliputi Kepafla Sub Bagian Perencanaan Badan
Perencanaan Pembanginan Dasrall Kabupaten Bojonegoro, Kepala Sub Bagian Pelaksanaan
DMnas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, dan Kepala Baglan Fungsienal Pranat Kemputer
Badan Pu=at Seatestik Kabupaten Bojonegorm. Data dalam penelitian inl diperoleh dar stod
lapangan melalel tebmik wawancara, observasi serta dolkumentasi. Madel analisis data vang
digunakan adalah model dart [Miles et al, 2014) menggunakan analisis data melalod reduks
data pada data yang swlah didapatkan dan sesuai dengan kebutuban, penyajian data
dilaluban dengan menampilkan data secara visual Iebib baik, dan penarikan kesimpulan
sefalan dengan temuan Oi lapangan dan analisis yang dilakukan,

3. Hasil dan Pembahasan

Dengan mengacu pada Perbup Nomor 17 Tahun 2023 tentang Beasiswa Prestasi
Fendidikan Tinggl vang terdapat didalamnya program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di
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Kabupaten Bojonegoro, maka perlu dilakubannya anallsls kebijakan terhadap program
Beagisewa Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro untuk mengetahul apakah kebijakan
dilaksanakan sesual depgan ketetpan yvang telab diboat serva untek mengetahol sejauhmana
kebijakan kelah mencapai tujuan vang ditetapkan. Dengan begitu Pemerintah  selaku
pemangku kebipkan yvang diweakili oleh Kepala Daerab diharapkan mampua menginali=is
dengan repat sehab akibat suame kebifakan yang akan dibuat agar dapat mencapai hasil vang
diharapkan (Bahtiar & Munandar, 2021) schagai berikut:
i) Perumusan Masalah

Perumusan masalah atau agendse sebting merupakan tahap vang paling krusial dalam
Perumusan kebijakan [Pangestu, 2024), karena dalam tahap Ini para pemangku kebljakan
diharapkan dapst mengidentifikasi masalah publik yvang muncul dalam linglungan sosisl
masyarakat dengan menganalisis penyebab terjadinya isu melalui ssumsi, pandangan serfa
diagnose masalah yang ada [(Marsitadewd, 2022; Fermandez et al, 20247, Ise-isu sosial yang
dapat menjadi masalah publik vang berdampak terhadap pembmmguran daerah Babupaten
Bojonegore yang mendasari kebjakan pregram beasiswa Sepulub Sarjiana Per [esa di
Kabupaten Bolonegoro tak lepas darl unsur politik yang ada. Pemerintah sangat berperan
penting dalam peramusan kebljakan yang berhubungan dengan araly pembangunan daerah
sehagal pembuat kebijakan atau podicy moker (Muadl et al., 2006]. Untuk mewujudkan visi
pembangunan daerah tersebut Pemerintah Babupaten Bojenegom menyusun visi misi kepala
daerah vang tertuang dalam BPMD Kabupaten Bejenegoro pericde 20182023, dan salah
satu program prioricas kepala daerah dalam meningkatkan kualicas SOM yang barkselanjutan

APED Kabupaten Bojonegoro yang mencapail angka 7.4 trillun berada diposisi tertingg
kedus di [awa Timur tahun 2023, namun berdasarkan data dari BPS capalan 1PM Eabupaten
Bojonegors menempati urutan lima terendah di [awa Timur. Bendahnya capaian IFM di
Bofonegore menjadi indikator Kuat bahwa pemeratan pembanganan dagrah di Kabupaten
Bojonegoro masih belum maksimal. Kurangnya pemeratzan pembangunan di Kabupaten
Boponegore dapat diatasl malalul pemingkatan mutu pendidikan dengan cara menyediakan
kavanan pendidikan yang merata sehingga minat sekolab bagi masyarakat bebil tinggi
Rendahnya capaian IPM dalam sektor pendidikon menjadi faktor bahwa pembangunan
daerah di sektor pendidikan masih befum merata, Hal ini tentu menjadi masalah pemenntah
daerah untuk segera diatasl agar tidak berdampak terhadap koalitas pembangunan daerah
dimasa mendatang (Hariypoko at al, 2022

b) Peramalan Masa Depan
Peramalan masa depan kebijakan (forecesting policy] merupakan tahap dalam
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Perwmusan kebijakan puldik vang memprediksi arah mesa depan kebijakan [(Jallani, 2023].
Dalam peramalan kebijakan terdapat proses uniek mengkaji (nformasi terkait masalah
kehifakan vang telah dinomuskan sebelumnya dalam agendo sertfng (Kalalinggi et al, 2023).
Kabupaten Bojonegorn merupakan daerah yang dapat menyumbang 30% kebutuhan minyak
nazional dan kawasan Habupaten Hopnegoro telah menpadi kawssan tambang yang
menghasilkan minyak dan gas bumi (Joke, 2004], Predikar daemah penghasil minyak dengan
APED tertinggi kedua di faws Timur, Kabupaten Bojonegors masih belum dapat dikatakan
sebagail kabupaten yang dapat men@psi pemerataan pembangunan di segala bidang, APED
vang dimiliki Kabupaten Bojonegoro dengan capaian 1PFM Eabupaten Bojonegoro berada di
skatny rendah dan mendudukl posist lima terendabh di [awa Timur. Dengan banyvabnya
cadangan minyak dan gas bumil [Migas) yang memliki nilai jual tinggi memberikan pengaruh
rerhadap penc paian sasaran pembangunan yang ada i Bojenegoro. Bendashnya capaian [PM
Kabupaten Hojonegore menyebablian daya saing Hojonegero menjadi rendah, Pada saat ini
sumber daya alam Kabupaten Bojonegoro masih belum memberitkan manfat ontuk
keseiahteraan jangka panjang bagi masyarakat [Acivanti & Budi, 2003],

Kabupaten Bolonegoro diharaphan tidak hanya bergantung torhadap SDA vang
dimiliki, karena tdak akan bertahan lama dan tidak dapat diFerbarul lagl Lapangan Eanyu
Urip memiliki cadangan minyak yang diperkirakan akan habis pada 15 tabun mendatang
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus meulal berfokus pada suraber daya manwesia untuk
menghadapd tantangan perkembangan daeral & masa mendatang. Untuk menyiapkan
generasi yvang mampu berdaya saing global Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan
peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kebijakan program pemberian bantuan
pendidikan melalul beasiswa untuk masyarakat tidak mampu di Kabupaten Boponegor vang
sedang menermpubh pendidikan tinggh Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di
Kabupaten Bojonegoro, pada tahun 2027 akan mencetak 4.300 lulusan sarfana berbasis desa
rangunggul dan berkompeten untuk memajukan pembangunan daerah,

] Rekomendasi Kebijakan

Dunn (Z017) beranggapan babwa dalam analisis kebijakan juga berkaitan dengan
watana yang dimunculkan dalam kebijakan (prescription in police analysis] dengan mengubah
informasi tentang hasil kebijakan yang dibarapkan dadam proses Peramalan  menjadi
Informasi tentang kebijakan yvang diinginkan atau sering disebut rekomendasi lkebijakan
(Herdiana, 2019). Prediksi mengenal honselbuensl di peasa mendatang terkait masalah
rendahmys 1PM di Kabupaten Bojonegore maka rekomendasi kebifakan vang dibarapkan
dengan meningkatkan kualitas SDM melabui bidang pendidikan. Pada tahun 2022 jumlzh
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[ulusan =avjana di wilavah pinggivan Habupaten Bojonegoro masih minim dilihat dar
Ermbatnys kenatkan angka harapan bama sekolah dan rata-rata Bima sekolah. Hal ind Lantaran
banyaknya anak vang putus sekolah karena kondisi ekomomi, dan Juga kurangnya akses hagl
masvarakat untuk mendapat informasi dari pusat kabupaten ke desa, serta Rendabnya
pendapatan keluarga selalu menjadi kendala untuk melanjutkan pandidikan.

Capmms Iibisadesr LIPS il Aspstk Pamlid@®;an

L ) 1244 FIY] 1 EA 12592
S Ms
IE‘ 5 I I I W ariapan Liimas Sehal il
B | s rala Lania Seluaig
2 2033
'['l|1.|.|.||

Gambar 1. Capaian IPM Aspek Pendidikam [Sumber: BPE Hab.Bojonegaoro., 2023
Lambatnya pertumbuhan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Bejonegora pacda
4 tahun terakhic dikarepakan Pregram Beasiswa Dua Sarjana Satu Desa yang mulai
dilaksanakamn awal tahun 2019 belum cubup memberikan pengareh terhadap kemajuan muty
pendidikan yang ada di BEojonegore. Pada tabun 2023 Pemerintab Kabupaten Boponegoro
mengubah kebijakan program beasiswa Dua Sarjans Satu Desa menfdi progrm beasiswa
Sepululy Sarjana Par Desa di Kabupaten Bojonegoro. Penerapan program beasiswa Sepuluh
Sarjama Per Desa dfi Kabupaten Bojonegoro dalam Perda Momor 8 Tahun 2020 Tentang
Penvelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojenegoro. Kebijakan tersebut memaksa
pemerintah bertanggung jawab untuk kot serta dalam preses penyelenggaraan pendidikan
yang termasuk didalamnya terkait pendanaan pendidikan untuk meningkatkan muto
pendidikan pemerintah dapat mengalokasikan APBD untubk menjamin terselenggaranya
proses pendidikan. Hal rersebut dilanjutkan dengan ditetapkannya Perbup Nomor 17 Tahun
2023 Tentang Beasiswa Prestasi Pendidikon Tinggi tentong pemberian Beasiswa Prestasi
Pendidikan Tinggl untul meningkatkan muty  pendidikan masyarakat di Kabupaten

Bofonegors vang sedang menempuh pendidikan tinggl, dapat dillhat dalam tabel 1.

Tabel 1 Jelnls Program Belasswa Prelstasi Pelndilikam Tinggi

Jenis Beasiswa sasaran
Beasiswa Scientist Mahasisws berprestas
Beasiswa Sepulub Sarjana Per Desa Mahasiswa tidak mampu
Heasiswa Tugas Akhir Mahasisws semaster akhir
Beasiswa Rekognisi Pembolajaran Lampeas rH.P'L‘j Peranghat Dasa

sumbser: (Tsd ik Kah Bajonegoes, 2023)
d) Pemantauan Kebijkan
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Pemantawan kebijakan memungkinkan produksi informasi tentang penyebab dan
kongsekuensl kebijalan  (Lely, Riska, Rendra, 2023). Pemantavan menyvelidibd hubungan
antara pelaksanagan kebijakan dan Rebijakan (Sarjono & Sulistiad], Z018). Melalul pemantauan
kebifakan  informasi wtama mengenai keberhasilan dalam  penerapan kebijokan dapat
diketahui (Sulistyaningsh et al, 2020), Dampak dar dilaksanzakannya suate kebiakan tidak
dapat dikegahui - sebelum  kebifakan dilaksanakan dan berdampak, mizalnya  program
penyaduran dan pendidikan program beasiswa Sepulub Sarjana Per Desa terhadap masalah
rendlahnya capaian yang ada di Kabupaten Bojenegoro. Binas Pendidikan Kabupaten
Bojonegore melalul pemantauan pelaksanaan kebijakan, penilajan kinerja kebijakan serta
pelaporan hasil kehipakan bersinergl bersama plhak kecameatan wntuk melakukan sosialisas|
terkait program beasiswa agar Informasi yang diberikan dapat menjanghau masyarakat
Eabupaten Bojonegore vang berada di daerah terpendl Pada gambar 2, dapat dilibat

perkembangan penerima beasizwa pendidikan,

Frnarims Beassn Sepadith Sar jans por Desn ol Kobapainn Bajo negan

i
1500
E 100n
i i
P e k]
| N X1 =g W%
Al

Tahiin
Gamhar . Fenerima Beasiswa [Sumbar: fisdib Eab Bajonegorn., #123)
Dengan dilaksanakannya program beasiswa Sepuleh Sarjana Per Desa inl ditahun
2023, terdapat peningkatan angka penenma beasiewa dengan tahun sebelumnya serta
perbedasn serapan anggaran yang cukup tinggl vang dapat dilibat lebib degail pada table
anggaran dibawah inl
Tabel 1.2 Dana Anggaran & Serapan Anggaran Beasiswa SESAR

Tahun Angparan Eerapan
080 T34 Milyar 1 Milyar
2021 254 Milyar 2.2 Milyar
0z 231 Milpar 5 Milyar
202 228 Milpar 14 Milyar

Sumbser Madik Kak Hogopelgoenag JE 3
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa serapan anggaran program Beasiswa
Sepuluh Sarjana Per Desa mengalami peningkaton yang cukup signifikan  lantaran
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bertambahnya penerima beasiswa pada tahun 2023, Setelah diterapkannya kebijakan
program beasiswa Sepulub Sarjana Per Desa cukup memberikan dampak positif terhadap
meningkatmya capaian indikator IPM Kabuparen Bojonegoro dalam aspek pendidikan seperti
wang terdapat pada gambar dibawah Ink ;

Capafan Indeks Pembangunan Manusia [TPM) Kabupaten

- Bojomegorn
o 71 HA
7L
3T
¥ o
ii6
67
E{IH‘
TARIN

Gambar 3, Capaian TP (Sumbr: BPS Kab Bojenegoro, 20E3)

Pada tahun 2023 Perumbuhban capatan IPM Bojonegoro berada pada skala tinggl
dimame pada whup-tabun sebelumnya skala 1PM Kabupaten Bojenegoro hanya menca pai
skala sedang. Hal ini tentu merupakan dampak yang pesitit dari diterapkannya program
beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegorn,

] Evaluasi Kinerja Kebijalan

Fvaliast kebijakan dilakukan wntuk mentlai hazil vang didapsr seelah kehijakan
dilaksanakan, serta mengidentifiksi kelemahan dalam kebijakan vang dapat dilakukan
Perbaikan di masa mendatang (Adhayanto et al, 2019). Fungsi evaluasi dalam analisis
kebifakan sebagal bentuk penilatan etis yang membanii menghasilkan infermasi tentang
dampak kebijakon terhadap hasil vang dicapai (Arifin Utha et al, 2022], Evakeasi dapat
dilakukan setelah diterapkinnya kebijakan sehingga permasalahan yang menjadi kelemahan
dalam proses pelaksanaan kebijakan dapat diddentifikas! sehingga dapat dilakukan Perbaikan
dalamy penerapannya guna mencapai kefopatan (Bahman et al, 2023). Darl pengaimatan
dilapangan hasil temuan pada penelittan inl hampir sama dengan penslitian yang dilabukan
oleh Aidah Nahla wang menemukan permasalaban dalam pelaksansn kebijakan, dalam
proses kebijakan program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojoenegoro juga
ditemukan beberapa permasslahan yang menjadi kendala dalam proses implementasi
kebijakan diantaranva

1. Banyaknya Persvaratan vang diberikan kepada Penerima Beasiswa
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Banyaknya persyaratan dalam pengajuan beasiswa menjadi faktar penghambat dalam
pelaksanaan  Bebljakan program  beasiswa  Sepuluh Sarjana Per Desa 41l Eabupaten
Bojonegoro, Hal Ini tentu berpengaruh terhadap implementasi kebijakan inl fantaran hanya
sedikit pendaftar beasiswa vang bisa lolos kualifikasi. Tidak terpenuhinya kusta beasiswa
sepuluh Sarjana Per Desa menjadikan angearan yang elah disiapkan untuak program ini hanya
dagut sedikit mengalami seragan, Dan banyvaknya sisa kuota penerima beasiswa yang belum
terpenuhi Pemerintah Kabupaten Bojonegore meninjau ulang terkait Persyaratan bag
penerima beasiswa dalam rangks perfuzsan kemudahan dalam memperoleh beasiswa
Sepulul Sarjana Per Desa vang dilakukannya perubahan pada Peramran Bupat Nomor 34
Tahum 2019

2. Heterlambatan Pengumpulan Berlkas Penerima Beasiswa

Keterlambatan pengumpulan bersas-berkas persyaratan penerima beasiswa berakibat
pada proses penciiran dana beasiswa vang serinphali mengalami keterlambatan. Meskipun
Dings Pendidikan Kobupaten Bojenegom telah membedkan batas waktu pengam pulan
borkas, namun batas wakiu lama yang telah diberikan tidak menjadikan jika penerima
beasiswa segera mengumpulkan berkas Persyaratan kepada pihak Dinas Pendidikan
Kobupaten Bojonegoro. Hal Ini lantaran banyaknya penerima beasiswa yang sodang
menempuh pendidikan tinggl diluar Kabupaten Bojonegora.

Untuk mengantisipasi mahasiswa yang terlambat mengumpulkan berkas parsyaratan,
pihak Dinas Pewdidikon Kabupaten Bojonegore mengizinkan jiks pengumpalan berkas dapat
diwakilkan oleh pihalk anggota keluarga stau dapat dikirim melalui kantor pos beralamathkan
Dinas Pendidikan Kabupaten Bojpnegoro. Jika pada batas akhic pengumpulan berkas vang
telah disepakafi namun mahasiswa penerima beasiswa tidak kunjung mengumpulkan berkas,
maka akan ditinggalkan untuk pengajuan tahun tersebut dan otomatis namanya sudah
terdafar sebagal penerima beasiswa untulk whon selanjutnya.

3. Inkongistensi Pencairan Dana Beasiswa Setiap Tahunnya

Tahap pencairan dana beasiswa merupaban penyaluran dana dari Pemerintah Kabupaten
kepada penerima beasiswa melalui Dinas  Pendidikan  Kabupaten Bojonegore kepada
penerima beasiswa ke rekening masing-masing penerima beasiswa setiap semestarnya vang
diberikan secara at cost, sebagal penggant! pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester
yang telah dilalul sebelommya. Pencalran dana beasiswa menjadi faktor utama vang dapat
membmiu mahasiswa dalam memblayai kebutuhan penddikan Peegurean tingg. Untuk i,
tahap pencairan dana beasiswa Sepulub Sarjana Per Desa harus dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan vang berlaku Mamun dalam preses pelaksanaannya pencairan dana beasiswa
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Sepalul Sarjana Per Desa setiap tahunnya berjalan tdak konsisten.

Teradinya Inkosistensi pencairan dana beasiswa Sepuluh Sarfans Per Desa herasal
dart  keterlambatan  pengiriman  berkas-herkas  Persvaratan dard penerima  beasigwa
mengingat banyak mahasiswa penerima beasiswa vang sedang menempub pendidikan tinggi
diluar Kabupaten Bojonegoro dan jugs tidak sedikit dari mabasiswa vang terlambat
megumpuikan berkas-berkas dikarenakan harus menunges surat Pernyataan dari kampuos
vang waktunya seringkall melebihi demlling pengumpulan berkas kepada pihak Dinas
Pendidikan Kabupaten Bojoneporo, Hal ind tentu menjadl salal satu penyebaly terjadinea
inkonsistenst dalam pencairan dang beasiswa Sepuluh Sarjana di Kabupaten Bojonegoro,

4, Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam Proses Seleksi Berkas Mahasiswa

Keterbatasan sumber daya dalam melakukan verifikasi data penérima beasiswa [uga
menjali salah sabu Faktor kendala dalam proses pelaksanaan kebijakan program beasiswa
Sepulub Sarjama Per Desa di Kabupaten Bejonegoero, Tim validator berkas beasiswa Sepuluh
Sarjama Per Desa berjumiah 15 orang staf sekretariat yang terdirs darl Sekretaris Dinas
Pendidikan Kabupaten Bojonegore, Hasubbag wmum dan semua staf wmom. Mengingat
banyaknya jumiah penerima beasiswa Sepulub Sarjana Per Desa pada tahun 2023 mencapal
3B00 penerima beasiswa bama dan lanjutan. Untuk memastikan program inl tepat sasaran
maka diferduban penvelebsian data vang akurar agar tidak terjadl kesalahan dalam verifikasi
data. Proses penyelebsian administrasi program Beasiswa Sepulubh Sarfana Par Desa
memedukan wakiu vang lama melibat jumlah penerima beasiswa dengan jumlab tim
validator sangatlah tidak seimbang, Kurangnya sumber daya manusia dalam proses verifikasi
data penerima heasiswa menyebakan proses pengeceban berkss menfadi tidak efeltif dan
efislen.

Darl hasil evaluasl knerja hebljakan ditemiukan beberapa permasalaban dalam
pelaksanaan kebijakan program beasiswa Sepulul Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro
yang mempengarubi proses implementasi kebijakan. Meski rerdapat kendala dalam proses
pelaksanaannya, penerapan kebijpkan program  beasiswa Sepuluh Sadana Per Desa
memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan [FM melalui angka harapan lama
sekolah dan angka rati-rata bama sekolalh di Kabupaten Bojonegoro.

4. Simpulan

Hasil penelitian dan analisis terhadap kebljakan program beasiswa Sepuluh Sarjana
Per Desa di Eabupaten Beponegoro bersandarkan pendapat Dunn, program beasiswa Sepuluh

Sarfana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro berawal darl Perumuzan munculnya masalah
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publik terkait rendahnya capaian [ndehs Pembangunan Manusia Rekomendasi kebijakan
vakni beazwa Sepuluh Sarjana Per Desa yang mampu meningkatian capaian 1PM di
Kabupaten Bojonegore, Fakior vang memengarull proses pelaksanazn kebijakan program
beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa diantoranya banyaknya persvaratan bagi penerima
beasizwa sehinggs banvak calen penerima beasiswa tidak lolos dalam seleksi administrasi
kantaran tidak sesual deogan persyvaratan, ketedambatan pengempolan berkas penerima
beasiswa kepada Dinas Pendidikan vang menjadikan inkosistensi dalam pencairan dana
beasimwa Keterbatasan sumber daya dalam proses verifikasi data penerima beasiswa,
Kebijakan program beasiswa Sepuluh Sarjama Per Desa inl dapal meningkatkan capalan
indeks pendidikan di Babupaten Bojonegoro. Dengan demikian kebijakan program beasiswa
Sepulul Sarjana di Kabupaten Bojonegoro dinilai cukup efektil unisk mengatasl rendabnya
capian [PM di Kabupaten Bojenegoro dalam bidang pendidikan,
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